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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3687); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
~Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lertibaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401 ); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 teritahg 
Kehutanan Menjadi Undahg-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lhdonesia Nomor 4412); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembciran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaih1ana 
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng~anti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tehtang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); v 

14. ~lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di 
Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia; 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-11/2005 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil 
Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan; 

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum 
Pelaksanaan Koordinasi Di Provinsi Daerah Tingkat I 
Kalimantan T engah; 

MEMUTUSKAN: 

PENCABUTAN PERATURAN GUB~RNUR KALIMANTAN 
TENGAH NOMOR 26 T AHUN 2007 Tl:NT ANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN DAN 
PENGGUNAAN BIAVA PERSIAPAN LELANG UANG HASIL 
Ll:LANG HASIL HUT AN TEMUAN, SITAAN DAN 
RAMPA SAN. 

Pasal 1 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku : 

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang 
Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. 

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 
2007 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya 
Persiapan Lelang Uang Hasil Lelang Hasil Hutan Temuan, 
Sitaan Dan Rampasan. 
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Pasal2 

Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur Kalimant~n Tengah ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi 
Kalimantan T engah. 

Biro Hukum 
Sekda 

"-'+·,,.....~l""'ii 

Asisten I 
Karo 
Kabag 
i{asubag 

Pefaksana 

Oiundangkan di Palahgka Raya 
pada tanggal J-t _ 1-, _ .;2,o-~ 

SEKRET ARI$ bAEA.AH 
PROVINSI KALI ANUN tE AH, 

THAMPUNAH SINSENG 

Palangka Raya 
ot C - .2.. - µ-~ 

BERITA DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 3 
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